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1.1. Latar Beclakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun yang
berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
berakhir pada tahun 2023, Dengan terbitnya Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kcpala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak
sccara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil
Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan
masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk
dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat
Dacrah  untuk menyusun Rencana Strategis  Perangkal Daerah
(Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun

2024-2026 penentuan  tujuan dan sasaran Perangkat Dacrah

d



memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
Sedangkan pencntuan  Program/Kcgiatan/Subkegiatan  dalam
Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas
nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian
kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-
masing meclalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan
tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian
hasil (outcome}, (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang
urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (€) kebijakan
nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan
dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan
daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan
rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan
rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan
menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta
atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Forum
Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari
pemangku kepentingan (stakeholder) atas kinerja Perangkat Daerah,
termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan
alir berikut:



Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD
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Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan

lain baik di

K/L dan Renstra PD Provinsi.

tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan
kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga
(K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam
penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang
wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra

Kemudian Renstra PD sebagai

pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam

pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan

lLembaran  Negara Republik

1950 Nomor 19,

Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang—undahgan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);




10.

11.

12.

13.

14.

16,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemecrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pclaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2020,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



17.

.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas
Sclatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Délam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

CInstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Dacrah Bagi



28.

30.

31.

32.

33.

34.

Dacrah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; ,
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pecmbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kébupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 -
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021
Nomor 2);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Nganjuk;

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Dacrah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.

Maksud
Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun

2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan
Perangkat Dacrah dalam kurun waktu 2024-2026 yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta
pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan
indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah;

Menjamin  keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan
bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat

Daerah;

Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah
dalam penyusunan Renja PD;

Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan .

Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan
kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Restra Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan,

t



BAB 1l

BAB 111

BAB IV

BABYV

BAB VI

BAB VII

BAB V

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

2.5. Mitra  Perangkat Daerah Dalam Pemberian
Pelayanan (apabila ada);

2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah (apabila ada); dan

2.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab
Perangkat Daerah (apabila ada).

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

3.2. Isu Strategis; dan

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

4.2. Kerangka Logis, Cascading dan Crosscutting Kinerja
Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD
Tahun 2024-2026.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta
kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.

PENUTUP



2.1.

BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Dacrah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangat Daerah dan Unit Organisasi
Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk. Mengacu pada Perbub
tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten  Nganjuk
menyelenggarakan  urusan pemerintahan  wajib  non
pelayanan dasar dibidang tenaga kerja, serta urusan pilihan

transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28
Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
mempunyai Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi

sebagai berikut:
2.1.1 Tugas

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di

bidang tenaga kerja.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai

berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga
kerja,;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan
pemerintahan di bidang tenaga kerja;

. Pclaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

3
tenaga kerja;
4. Peclaksanaan administrasi Dinas
Tenaga Kerja; dan
5. Peluksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh



Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati
Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:
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Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawabhi :
1. Sekretariat, terdiri dari:

a) Subbagian Pcrencanaan;

b) Subbagian Keuangan;
c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan
Transmigrasi, terdiri dari:
a) Scksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b) Secksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3. Bidang Hubungan [ndustrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,

terdin dari:




a) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja;

b) Scksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.

Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sckretaris, maupun Kcpala
Bidang dijabarkan sebagai berikut:

1.

Kcpala Dinas
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai
tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan

teknis, ecvaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di

bidang ketenagakerjaan.

. Sekretariat

Sckretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah
tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Dinas.
Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan pengoordinasi dan penyusunan program

anggaran;
b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d) Pembinaan aparatur;
¢) Pengelolaan urusan kepegawaian;

f) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan

pelaporannpelaksanaan program dan anggran;

g) Pelaksanaan [fasilitasi pengelolaan barang milik negara
dan daerah;

h

~—

Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
mempunyai tugas yaitu merumuskan kebijakan teknis
menyelenggrakan pengurusan pemerintahan dan pelayanan
umum, membina dan melaksankan tugas di bidang Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

Bidang Pcnempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi
pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari

kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja

dan tranmsigrasi kepada masyarakat.

b. Pengkoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam
pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan

transmigrasi kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga

swasta dan transmigrasi kepada masyarakat.

d. Pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi dan
syarat-syarat mekanisme bekerja keluar negeri dan

transmigrasi kepada masyarakat.

e. Mengkoordinir pemberdayaan pekerja migran indonesia
(PMI) purna penempatan Bidang Hubungan Industrial

dan Perlindungan Tenaga Kerja

f. Pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi

pencari kerja dan transmigrasi

x

. Pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan

dokumen ketenagakerjaan keluar negeri

h. Pengkoordinasian pelayanan penanndatanganan perjanjian

kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

i. Pengkoordinasiaan penyelesaian  permasalahan PMI pra,

sclama dan purnapenempatan

j. Pengkoordinasian pelaksanaan pemulangan dan

kepulangan PMI



4.

k. Pclaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA
bagi TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah

1. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang

berlokasi kerja di Daerah

m. Pengkoordinasian kegiatan penempatan Kkerja dengan

pengawas ketenagakerjaan

Perumusan kebijakan teknis di bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum

di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan
tenaga kerja dan transmigrasi

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja;

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga

Kerja, bidang pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a)

b)

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK);

Pelaksanaan verifikasi informasi regulas bidang pelatihan

kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta,;

Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia Lembaga Pelatihan Kerja;

Melaksanakan pemberian rekomendasi izin kepada Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta,;

Menyebarluaskan informasi produktifitas kepada

perusahaan kecil;

Mengkoordinasikan pemberian  konsultasi produktivitas
kepada perusahaan kecil;



) Mengkoordinasian pemantauan (surveilance) tingkat
produktifitas;

h) Pembinaan, pelatihan, pengukuran, peningkatan
produktivitas kerja bagi masyarakat, perusahaan dan tenaga
kerja;

i) Pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi
dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga
kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan  kerja,

pemagangan, serta produktivitas;

J) Pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur di bidang standarisasi kompetensi dan program
pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan,
lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta
produktivitas;

k) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan
instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana

pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas;

1) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi di bidang pembinaan pelatihan produktivitas tenaga
kerja; dan

m) Pelaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga

Kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umurm, membina dan melaksanakan tugas di Dbidang

hubungan industrial dan syarat kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis  di bidang hubungan

industrial dan perlindungan tenaga kerja;



b. Penyclenggaran urusan pemecrintahan dan pelayanan
umum dibidang hubungan industrial dan perlindungan
tenaga kerja;

c. Pembinaandan peclaksanaan tugas di bidang hubungan

industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah asset
bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor
penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan
organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai
dengan 11 Januari 2022 sebanyak 13 orang dengan

rincian sebagai berikut :

a. Berdasar golongan jabatan:

Gol.lI : 0 Orang

Gol.ll : (0] Orang
Gol.IIl : 10 Orang
Gol.IV : 3 Orang

b. Berdasar tingkat pendidikan

SLTA : 0O orang
Diploma g 1 orang
Stratal g 8 orang
Strata 2 : 4 orang

¢. Berdasar jenis kelamin:
Laki-laki : 4 orang

Perempuan : 9 orang




Disamping Aparatur Sipil Negara, terdapat
pula 15 (lima belas) tenaga kerja harian lepas yang
menunjang operasional dinas dengan didanai dari
APBD Kabupaten Nganjuk.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk adalah

sebagai berikut:

a) Kendaraan dinas roda empat sejumlah 6 (enam) unit
serta kendaraan dinas roda dua sebanyak 21 (dua

puluh satu) unit

b) Tanah Bangunan seluas 4.157 m2 yang terletak
di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk

c) Bangunan gedung terdiri dari bangunan kantor
induk, aula pertemuan serta gudang
penyimpanan

d) alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari:
Mesin ketik (6 unit), Lemari besi (18 buah), Filling
kabinet (24 buah), Brankas (2 buah), Lemari kaca
(6 unit), LCD (2 unit), meja biro (10 buah), meja %
biro (40 buah), kamera digital (2 unit), Komputer
PC (12 unit), laptop (8 unit), printer (15 unit), AC

ruangan (7 Lll'lit)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangat Daerah dan
Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk,
merupakan Perangkat Dacrah peleburan dari Dinas
Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Bidang
Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan
Usaha Mikro).



2.3.2 Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas
Tenaga Kerja, maka akan dikajicapaian kinerja dari
program maupun kegiatan yang ada pada Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang
Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1.
dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja

dengan target Kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kategorisasi Predikat Capaian Kineria
iNo.L | iInterval Nilal | U T Predikat
1. 2 91% Sangat Tinggi

2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51% < 65% Rendah

S. < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja
interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian
Tabel 2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan
ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja
target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan
pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta
faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil
interpretasi  ini  ditujukan untuk menggambarkan potensi dan
permasalahan  pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja
pelayanan periode sebelumnya.

Sctelah penyajian Tabel 2.2., interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan
anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang
baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-
fektor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan
Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas
personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan
sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan

potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten
Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi



penvelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan
dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai
dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah.

3 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan
mencari pckerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah
atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan
mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja
atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani rekomendasi kartu AK-
1/Kartu Kuning.

. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari
Mentern untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga
kerja Indonesia di luar negeri. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
melayani surat rekomendasi ID dan rekomendasi pasport
pemberangkatan CPMI ke luar negeri.

c. Pekerja / Buruh

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di
berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun
tertulis, yang biasanya imbalan kerja terscbut diberikan secara
harian.

Bidang Hubungan Industrial meclayani konsultasi tentang
persyaratan [/ pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyelesaian perselisihan
Hubungan Industrial dan konsultasi tentang hak - hak pekerja

yang didapat scielah di PHK dari Perusahaan.



4 Mitra Pcrangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
a. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

LPK adalah lembaga yang menyediakan fasilitas  untuk
menambah skill, memberikan informasi lingkungan kerja, hingga
menyediakan  informasi  loker atau magang. Lembaga ini
memberikan  pelatihan  scsuai  dengan  bidang  kerja  yang
dibutuhkan oleh masyarakat, LPK memiliki perhatian khusus dari
pemerintah schingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin
dari pemerintah. Pada umumnya, LPK yang banyak diminati
adalah vang memiliki koneksi dengan perusahaan luar negeri,
seperti Jepang, Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan negara
lainnya. Bergabung ke LPK adalah hal yang menguntungkan. Hal
tersebut  dikarenakan bisa mengasah skill, baik itu hard
skill atau soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu,

keuntungan lainnya bergabung dengan LPK adalah sebagai

berikut.
1. Meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memperluas networking.

3. Mendapatkan akscs mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

4, Mendapatkan pengalaman sebelum masuk kerja.

n

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka

usaha sendiri sesuai program LPK yang dijalani.
6. Mengembangkan karir diminati.

b. Balai Latihan Kerja (BLK)
BLK adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga
pendidikan keagamaan non-pemerintah yang meliputi pondok
pesantren, scminari, dhammasekha, pasraman, dan lembaga
keagamaan non pemerintah lainnya, scrta komunitas serikat

pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)



d.

TKM adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat,
perilaku dan  kemampuan untuk melakukan atau menangani
kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain,
Fungsu TKM adalah untuk memperluas kesempatan kerja bagi
tenaga kerja formal dan informal seria mewujudkan pembangunan
bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan,

Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)

Perusahaan Pecnempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah
badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah

memperoleh izin tertulis dari Menteri.

Tugas dan Fungsi P3MI adalah scbagai berikut :

1. mencari peluang kerja;

2. mencmpatkan Pekerja Migran Indonesia; dan

3. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang
ditempatkannya

Perusahaan

Perusahaan  adalah  suatu  lembaga atau organisasi yang
menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan
tujuan meraih laba atau keuntungan. Bidang Hubungan Industrial
melayani konsultasi tentang pengajuan Peraturan Perusahaan &
Perjanjian Kerja Bersama, pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit,
pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemberitahuan
Mogok Kerja dan laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari
Perusahaan.

Scrikat Pekerja / Serikat Buruh

Serikat pckerja / Serikat Buruh merupakan scbuah organisasi yang
dibentuk untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Bahkan.
keberadaannya sendiri telah diatur dan dilindungi oleh undang-
undang dan hukum di Indonesia. Dalam ketentuan umum dalam
UU No. 13 Pasal 1 Tahun 2003 dan UU No. 21 Pasal 1 Tahun 2000
dischutkan bahwa organisasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja atau buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar
perusahaan. Sccara umum, organisasi memiliki tujuan yvang sama

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anggota

!



keluarganva, serta menjamin keamanan dan kenyamanan para

pckerja di lingkungan kerja. Manfaat perlindungan serikat pekerja

vang diberikan kepada pckerja diantaranya sebagai berikut :

1. Melarang kepada siapapun untuk menghalang-halangi atau
memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak, menjadi
pengurus atau tidak, menjadi anggota atau tidak, dan/atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan.

2. Melarang kepada siapapun untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja, menurunkan jabatan, tidak membayar atau
mengurangi upah pekerja/buruh, bahkan memberhentikan
sementara atau melakukan mutasi, dengan alasan pekerja
bergabung dalam organisasi ini atau menjalankan kegiatan

serikat.

3. Melarang kepada siapapun untuk melakukan intimidasi dalam
bentuk apapun.

. Melarang kepada siapapun untuk melakukan kampanye anti
pembentukan serikat.

Ul

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengurus
maupun anggota serikat buruh untuk menjalankan kegiatan
serikat pada jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak,
termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
g. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
MKKS adalah. komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah
tingkat SMP/SMA pada satu gugus kecamatan
Fungsi MKKS
a. Mcmbina profesionalitas kepala sekolah untuk meningkatkan
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,
dan sosial.
. Menumbuhkan semangat kerja sama antarkepala seckolah
sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
c. Menyebarkan informasi dan inovasi untuk mengembangkan
mutu pendidikan.
d. Menjalin persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa
percaya diri dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah
agar kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman bisa

terus ditingkatkan.



¢. Scbagai media bagi kepala sckolah untuk memberikan
tanggapan atas kcbijakan pemerintah beserta penerapannya di
sekolah
h. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang biasa dikenal dengan

APINDO, adalah organisasi indcpenden non partisan para

pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang program
kerja APINDO dan pelaporan kepengurusan APINDO

5 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat kerjasama antar daerah
yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yaitu Kerja Sama
Antar Daerah (KSAD) pada daerah Transmigrasi yang ada di
Indonesia. Untuk daerah tujuan dan jumlah orang yang akan
diberangkatkan transmigrasi sudah ditentukan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yaitu tahun 2019 tujuan Kab.Bulungan, UPT
Tanjung Buka SP.10 : 5 KK
Kab. Muna, SP. Raimuna, Sulawesi Tenggara : 1 KK, tahun 2022
Tujuan Kab. Muna SP.Raimuna, Sulawesi Tenggara, 1KK 4Jiwa
Scbelum menyelenggarakan pemberangkatan calon transmigran
biasanya Kepala Daerah menyepakati atau membuat surat
kesepakatan antar daerah yang dinamakan Naskah KSAD yang
berisi kesepakatan antar daerah yang akan melakukan
transmigrasi dan daerah tujuan transmigran. Naskah tsb berisi
lentang hak dan kewajiban calon transmigran yang akan
menempalti daerah transmigrasi yang telah ditentukan oleh
Kementerian.



BAB llI
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang tenaga kerja maka keluaran (output) kegiatan yang
dihasilkan adalah pelayanan di sector ketenaga kerjaan
meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan

produktifitas  tenaga kerja serta perlindungan dan

pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sector
ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan
pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-
aspck yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat
Daecrah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan
dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan
maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan
perencanaan. Hal ini dilakukan wuntuk memanfaatkan
pcluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi
terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun
kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih
besar. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan

No.

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1)

() 3) (4)

1

Masih tingginya Rendahnya tingkat | Rendahnya
angka tingkat partisipasi angkatan | kompetensi dan
pengangguran kerja produktivitas tenaga

terbuka kerja

Belum optimalnya
penempatan  tenaga

kerja melalui

mekanisme AKL,




AKAD dan AKAN

Meningkatkan
peluang
pemberangkatan
calon transmigran
melalui penambahan
kuota dari
Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan
Transmigrasi
Belum  optimalnya | Belum optimalnya
penyelesaian pembinaan norma

perselisihan

dan syarat kerja di

hubungan industrial | perusahaan

di luar pengadilan
Tingkat  kepatuhan
perusahaan dalam

melaksanakan aturan
hukum
ketenagakerjaan
terbilang masih

cukup rendah

L

Belum optimalnya
LKS Bipartit di
perusahaan didalam
mencegah
perselisihan

hubungan industrial

Petunjuk pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah

pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah

pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.




Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan
cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik.
Pcmecahan masalah melalui strategi.

Kolom (4) diisi dengan rumusan akah masalah. Perumusan akar masalah
dengan cara mcncari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.

Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktorfaktor pendorong dari pcléyanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Pcrangkat Dacrah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat
Daerah Provinsi.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Dacrah ditinjau dari implikasi RTRW.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga
kerja, kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra
Kementerian terkait, Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
telah RT/RW Kabupaten Nganjuk, serta dengan
memperhatikanisu-isu penting lainnya, maka beberapa hal
yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya angka pengangguran karena
pcnempatan pencari kerja di pasar kerja belum optimal
dan pertumbuhan lapangan kerja dengan pertumbuhan
angkatan kerja tidak sebanding.

2. Masih cukup rendahnya keterampilan dan produktifitas tenaga .
kerja sehingga tidak dapat bersaing di bursa kerja dan biaya

operasional tinggi karena mahalnya biaya untuk uji kompetensi.

3. Masih rendahnya derajat kescjahteraan pekerja dikarenakan
banyaknya perusahaan yang belum menerapkan Upah Minimum

Kabupaten.
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai

tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026. Pada

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel

berikut:

Tabel V.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dacrah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan

yang berwawasan lingkungan hidup
Sasaran RPD: Meningkatkan kesempatan kerja
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya | Meningkatnya | Peningkatan Meningkatkan kompetensi
penyerapan jumlah persentase Tingkat | dan produktivitas tenaga
angkatan penduduk Partisipasi Angkatan | kerja
;kerja yang bekerja | Kerja (TPAK) Meningkatkan pembinaan |
terhadap kualitas
Lembaga Pelatihan Kerja
Meningkatkan
penempatan angkatan
kerja melalui mekanisme
Antar Kerja Antar Daerah
(AKAD), Antar Kerja Lokal
(AKL), dan Antar Kerja
Antar Negara (AKAN)
Mengoptimalkan )
penempatan calon
transmigran
[ Meningkatnya | Peningkatan “|Optimalisasi “penyelesaian |
hubungan persentase kasus | perselisihan hubungan
Lindustrial perselisihan Hl yang | industrial
— A o _—




Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuban ekonomi daerah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan

yang berwawasan lingkungan hidup

“Sasaran RPD: Meningkatkan kesempatan kerja

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
- yang diselesaikan diluar | Pembinaan norma dan
harmonis pengadilan syarat kerja secara

b
| l
\

berkelanjutan

Optimalisasi tingkat

kepatuhan perusahaan

dalam melaksanakan |
ketentuan hukum !
peraturan ‘
ketenagakerjaan

Memberdayakan lembaga
kerjasama Bipartit di tiap-
tiap perusahaan sebagai
salah satu sarana
hubungan industrial |
dalam rangka menjalin |

komunikasi dan

konsultasi antara

pengusaha dan pekerja i




BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA
PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja,
indikator, target, dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel VI.1
sebagai berikut :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkal

Daerah

dalam lima

tahun mendatang secbagai

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

komitmen untuk

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
Il{(?::ézi : Kondisi
} s kinerja pada
No. Indikator pada awal | Target Kinerja akhir
periode | periode
Renstra L _ Renstis
2023 2024 2025 2026
(1) (2) 3) (4) (5) (6) 7
1 | Prosentase Tingkat 67% 67,50% | 68% |68,50% | 68,50%
i Partisipasi Angkatan
i Kerja (TPAK)
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
| .
i Kondisi i
. kinerja | kinKopdls1d
| _ pada awal - Target Kinerja ‘:};Pa a
| No. Indikator periode )
| Renstra : periode
. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Renstra
VRN 7 3) @ ) (6] 7
1 [Pencari kerja yang| 2.509 2.600 | 2.650 | 2.700 2.700
. ditempatkan o
2 !Jumlah Perselisihan 2 3 4 5 5
Hubungan
Industrial yang
selesai dengan
Perjanjian Bersama _| -
3 | Jumlah transmigran| | KK 1KK 1KK 1KK KK
| yang
! diberangkatkan |




wexepposip duwd guiang

qeissq gejozsmad nwsnig

‘
oou'ize =808 000'181 b 000'181 W= Qor°aey yon L6t i won Jsxfumiag vped yuoea XMW Jueswg qeimnp|  Fuefunood yesawq MK Fuereg veepuiuag

06 i . ; : " - R CdNs uped ; §c: dma uswy
00006 WO ¢ D000F waunRop | Q' oF uswnNep | OO0 Sasmyop | uownep | uaunyop SiazC] U UIMEERIEILL] LRI REne elNS H#ped siustge] disay L:&..Jnn..-:-:-:_

" . A . o ) , ] . | QNS SNNSUOY UED ISEUIDICOY (NS Mrynsuoy]|
Qou'suL uwiode ¢ DOUTSET wude) | o0dreLe sy | O00'SET tmiodu | ueecm ¢ uelodv; Jedny urerESuasua | tniode] yejunp uwp REGIpIooY 1ndeg uevreSFusfoiuag
SIE'09 uawnop £ | sT1'or waodw | sti'or unsodey | szror vusodey | urmzoivg | uwiodvy nwel uedunfuny wayse; meodu| pmnge nugey :am::-::,.r- msed

= ' = -
Buus uvh g h} .E_ng%g i
000'8T uUNNOP ¢ " i 3 usnzyop psid paidy ¥ t
P foooe a i u ' aars L ¥ P URINIBI] UEP UFeowy Uuyey Lawnod qun s T/ H e 1 DY,
Blo'ss el ST uuaejpasq Juna’ uwapuwiL e
e g | oocst ped | 0¢'S7 saped 1 90r's? ad | wopd | 1ed cpUTHUSY uep e Sueser 1w yerEnC] pu _\ 4.1 hao ud .._Vﬁc.m;
006'61 wyed & | oos'so saed | 008'59 sayed 000'es UIIApRI Yo
s 1 3w | 1adped | wyed Fuus so1umy Nsi3or] Ueyeg 1B LUTLIND TN
quppasicl ﬂ:mr .
00578 wved ¢ 00s* L2 e | 008’ LT Ao | 00527 Vi | Javped P Puns sonnry ueundoug usuwaoudd /xLisr| TR\, E
[ewmsu) uauodwoy 1] yejung ) wwv :dm_uw?u{ A
tes's8z't | mewmxop 1z | tes‘sey wownyop s, | 16T'6Z vownyop , |1£6'8TY L T o qisng Jendup: Ianwiﬂ-u»rw““ .
nAoP L AP “RoP wnwp jru3suEpY BswNYoq YeluMp P RTINS IRy

‘6 oyud ¢ - 1oeed . . BAUURIYBUAY - L S ]
orz i e ovr'e 1omd g1 orr'e wyud g1 1ywd NG BIR3q syvuip uweed Jaxed yejunp INGLIK BLISA sBulp uereyyed urepeiuag

N wstmyop ¢ gueeq jwyiusiag - =
oTL's orZ'e wswmyop 1 |OpZ'e semnyep T orZ'e uwswmnyop seowmnyop R wommxoq Jermnp yuseq 3eyuniag o 1*

(1IN B URIDIIERE / urueNMLL L/ UBURINE
eduunay uwode| usunenau: HUIPIOO, 3 1784 S/ fuwuey
trasodwy 0g . wasod " rusod u N 1 Aua jsuupIooy GalNS RIWIS f CRNAMLIL ng
00g°1E el 09 | o0s01 1oz jovsol wode] OF [ umsode] OF o7 uwode) ursodw) LUP (g wus Jusmnag 2y uriodirg < TP REHPIOOY
/ Ing] ued N 1 yupungy
p sy ueduefun, .
666°1+6'01 Buwio +<  |rerirgp Buwso g1 TR 4uwso g CCELrY'E Yowaw qi Buwse €1 ueing/Bunio uep 1 vpouaR w.__.:..,_.w:<Ec ;"._.E ._w NSV wdusfun] uup ifey wemposUN
I i n TR0 m1aeg IWNIUDLO
| s6r'eLetor AP eesisv'e sswmaxop g |cee'Lso'e uownxop gy [ecc¥'lss'e nxyop g | usmuyop gy nyop suana dmdunindl ) jeygueiag wedusnsy prensmpy
{ »1 ) V Bemnyoq He|wne
. . Juadu() RIS g 00y
{ oowroe awsodvy 17 [ w00 wwoder 2 | 000701 wodwi 2 | 00g'01 wmsodu wesocy | wsodu) YA NEURY RAnTRAT Rl YR LN Hesswpreydinnag oty Eenmd
i 0upy 7 3
“\ (IS Blsuny IsUsiuay Jespyy| uup
vouny usd) wody) UrunRSNLD,| ISRUIPIODY QNS e0BOULY SESRy ISSHIyN] uMp claoury
{oroze uesode (7 [ow9st moder /| opo'e tneode; £ 0891 nesodur 1 1w sodwy 1 wresode) {1SWL ] eSO UEP (LIS VEIURY [SPsTEan|  snndus Bsodin urunsNLd R 1SEEPIoOY
Jesjiuy| unp viauy uwede) uvsodiv] yepung
- od wasnsp Busd yeiawg quiang JsxJusiag vAeuti
oYo'LL swodw] Zy | 099'ST swiodel pl | 089'ST wwsodeg p1 089'sT uwsode| $1 usiod] § TemRAOP Juy3uwiag useusousied uwomnyep Yerunp jsenqeag uwp ‘wnniiusdusg ‘uwsurousied
VIOX/NALYENavH
L1°20¥'S 0s'18 8LL'Z6Y'9 00'18 8TY'9¥8'9 os‘08 0z'oL Lol qra03q 3wqTTRIsg JIHVS YON HVNIVA RVHVINNANZS
i NVSN¥N ONVONNNId AVEDOUd
[ e ~ v | o iy 1) 1) [ [E] u o
3 1adre 4 g1 d j9dm d; 1388
ﬂ &5 1 ﬁ N t | 4 L u a szoz
Gé Ecgz spead / 970T ﬂ STOT 0T - . (inding) wnmdoy qng uep - —
/ 1P wpud BlouD WIpUO L uvmes (nding) unuday (FwonnQ) WeiSoL ] eIuyIpu; usiedy ng uep cwneEy Ry
\ f crungel ~ Z-unyuj, 1-unyey, unye] wped
1 UnsuEPULd WBULII)Y Uk Weidold slaury 181eg uerede) ug
AT v S



. . \ , . ) i 103sepy jseqmipeny weduap jsusiddmory sseqiaq sloy edwuol
00¥'L00'9 001 00¥'L68'T oot 000'090°'C oot 000°'0s0°T oot oot % ueypyead wesSoisd oedesanad asmussorg|  sejLanANporg uvp elaoy xeqnvsg medorg
"0 ‘o8 unsnsip Juus (1) . |
000°0%1 uAITAOP | 0 0 0 0 000081 vawnep 1| uanyop auinnop 0K #IDN FHRUDL v UAWNNOP Gejwnp SIS SE2P WL, BT, BEUNANAL)
000'05 T womnoop | o o ) 0 000'0ST xop 1 nyop | 3op of10) v3ena) wewuvouased womnyop guwmNL E -E -n-uunl weunsnized
bl i 3
nyua P IoT
000051 o001 [} o (4] [} 000'0S1 00t 001 % B Fe— 2uvd xqop suvyasensy MN-\MH-?-« A_-ﬂ.nhot
sfaay iﬂl-u h Ulqv_l u-‘-_-ﬂ..v‘nn.& lnqn.s
wENIqRYIQ /wreachq
000'S29'C wn g |ooo'sEi‘l wun g 000's22'1 un £ 000°5Z¢"1 nung yung nn Jued wluupr] ueundueg nne
J0juny Sunpad VURMESRL] UUD LULIEY Yujung
i seNABYRII / awyrjadi(] Buel
000§ | nnor | 000'ss wmg o00'st yung 000°sS nng yun ¢ yun eAuue] uunRueg Uep sonuey Sunpen yewnp ‘
wregdiq 3 1B
000°007 w21 | ooo'oR yung 000'08 wung o00'0r yung nung nwun Huns UL URIW UEp LB YN ..Lu: EvF.:Jp.&._..M»Ha.n_...uE_
000'SL aunz | ooo'sz non g 000'S7 wun g 000'SZ wen g, wun 1 nun BIYA Bims PAIW YRwne IS UTVIG B Lpaaw wuey)iand
BAUUBURLRY Uwp| wedusce] :Eh ﬁ:.o_.nck_o seuic
S16'249 wnoe | zovene wan o1 *T6'ST wun of se'STT wun o] nun 7. nun nufiz] umsuAeqm wep way)adig Sues urfunde|  uvesepuoy LB uep Y2 iy “UELEYywxt
NnEE [FuoEI() SUUI(] UHRNEPUDY YYjuIN BAWg] URRIETIIOWD ENE UBBIPIATI|
niwqefe] uvepeseqip uRjEgE] SEULT UREIRPUSY NBIL SUu(]
000'877 wn g 00092 nun | 000'92 nun 1 0009L wun wun [ nun uep mwyipdig ued uneqep seuig pury | veBuniony puay yefieg uep wneleyIaLyg
nylE L)) URFUWIOLD,] UBRIRPUD) ejmung RAETg WAL RWS, | esel UERIPIA LD
wieyi2d:s) Jusd Yuiang jeyduniag| Teioeg YRTUaway ussniy JUUAESd
. ‘0z 0" ) L
$16°010°S yun gy L90°288'T Jum gz PTE'9LY'T yum pE rTE'OPL'T en T Wom gy e wped guiseq My Juwseg yepumg) yesreq N Juwreg UraEqpRwRd
umympos (] Fuud soluwy wnwp B <
o09rzET'l uusondvy o | ozworr seadmzy | ozg'oly wmadnzi ool wsedng | uwiodnz uusodig WD) SR LuEPIAUSY ttuodir) qupanp| 0T ST MBS wAr uepasd
‘ umposig Buel HUIsY] uep iy BARQ NLTISrY UEp|
000'+67 ‘ uesede] £ _ 000'86 ursodw | 000'86 vwsode) | 00U'RE unsoduy umsodey | uwiodv "mujUNWO) BB UBMPISuay wesode] 5._..5«. 21V BAR(] QNG “SENUNmI Y BNl ULMPI U]
TeInAudpy . :
% 00005 uswnyop g | 000'01 uanyop | | 00001 uownxop [ 000°01 uamngop | | UMEOWOP | sy VNG VSB[ U PIAUS umode] tsjwn MEHLUDN NG LSer WempIsud]
. JuianQg USYMITRIWAJ Uesni Yuaeg Urqejouswmsg
09#'955'T seode; 2y | 0z8'S1S vwodwi 91 | 0z8's1s weodnpt | oZs'slS veodeyyl | swedey uuiodu Jusfuausy vsep wenppasusy ueiodwy yrwar wesnig Funfunoag waep weerpakaad
) - ueuipasi() fuud wAuunry usunSumy nee JOUEy wiuunr) ueunSuey NEw J01UEY
000'087 run gl 000'St nun g 000°'S* wan 000'0S1 n»unzi Jyun QOZ. 4 Sunpop puRJESRY| LD BURILG JUN Yejwnp Funpon BumImRL] tep vURIEG Urepeduayg
g ur run nun c LR waul WSO UBP UWIRIBIN| IEpUESUa]
000°29¢ wn g9 00096 uwun Qf 000'90 nun 07 000841 wur §¢ nun 17 Sues wfuupe] ujsap URp UVIBILIY Jjun YejWNE U] U )
0000C% wun 0z¢. | 0000 Won o7 000°0F wan 0y 0000% 1 KU 05| nun 901 yun LBXBIP38IQ BUYA DI 1248 Yruing [ et |
unympasi() Sues unliuede) urduedw)
'. 0 0 0 jun | hun nne feuoswiddQ stul( unuRpUy MU eqwnpe| e pUOEKIEQ SRUL] LERIRPUIYN uREpRSUD]
, iy aposig Suny umBquP SBUIQ UBRIBpUDY UMpBgE SRUN(] URRIEPUIN
. () 0 o f . nun | nun NINE SBUKT HHFURIOLV LIMUBPUIN WU QEpunge]  nee seulq usStrioss | URGIPUDY UHEPENtag
\ an / Volsey / dy f wdiey — dyy Falliny, day wiiey —
Gd SNsUIY 2poad 970T szOT OndinQ) unmday qng uwp
S e /w Ty / Ty rprr~r—yy ........M-_lu-.l. vty ONNE) UMEEN BWICING) WIPaL JoJEyIPLy vy QNS uep uMuIoN ‘amiSol]
S— = iy SURCE

e e e, e e o vha




rlllﬁlav’

. 8 oy /usysdnquy
000"y1¥ g 000°0r1 ] 000'0P1 L 000'veT ° *%s % weuprpad prwmem Juwk §y 1] 25eInsiag| Tuesq (nyws) | woTep [ whon| -
sdsue]y nd..uhg.oh wlequrdy mz] UWqIeTId
. ; . - in - . . elioy umsdiosoy uewnpad werdasd _.
ocz'ine 000t a000E a001 0031 [ 0ST +T1 008 0es Jumso 1M TR P BUWA BUIN UL GR[Ln e s L] S
. . AL | L]
= . | 1N Ut Isensiy unpedepuaw ederinan -
» X i
000'0t1 09 00005 o 000°0% or 200°0r o og Suwo ot o b pen e et . o ¥ Qo
Vi ——
i R | v el uRRUIqIQ (AP weyRINAud 7/ Loy unbuad
000°STS o€l 000'§ 11 o8 0007011 09 000°00 o5 0 Buwso uraapidmpuss Huns oy weousd yupwny P weyn ko
. . E TIV Uwp QVHY uede| . —
000°S0E oSe 000°00! oSt 000°501 oot 000'001 0sT ooz Bumso neow umyedurayp fues way ¥lvua Ny § \u\v A ’ ‘.Hi :
o /i)
fsuateduwoy trmumyBupuad ymun ung i \ d ‘\ PR
000°SZ¥ 2ueso 008 | 00C700T Se=ue ooy 000'S L. Buuio ooz 000°0ST Humzo 0og Bueso QO Surso -ure; uep ¥ [njERw ueninad vepedapuosn 2 2474 g, -
. Buea el1dy Jviue umseNeRd wps yewng imuy m 3.& 429 %.?:.F? Li3g
-
wfioy swyoe Letad 1smymsey d gX aediqel S
‘569 ' T repedep -———moy/uhsdngeyy - v
0SL'SLE'T s 000'56 [ 00s'L99 8 0SZ'v19 o8 %re % Juvk reywpse; sfrex yussiag S S p—— A —_
OSL'06S'Y 111 000'SEL"1 S8 o0s'Z67'1 vs 0ST'8se’T €8 *%IL % wexyedmeyjp Busd sfsox peoued symusniag wfzay wdvuay cryedmouayg Hﬂu.:m’
- . i o - i 5 yreiawp 1uydun 1p vOoy udnud) Bums BiBp uBp e(iay rduua)
000°0t7 wawriop 05 | 000'sE wownxop 0 | 00708 wwnep g+ | 0062 usmmAep Oy | UWNAOP 07 BAUR | cupansinposd wmanynBuad sty ustunyop erwne| sTnYnpazd uep susdmay wriynSuag
- - - qesowp yopy 1hey woxn/usysdngey
ocoo'orz % 000'sS % ooo'cs %e 000'sL %z %I » sduns) swspaprnpord usqaqunired ssyuonied|  waiswq yeptur xmpazg wesnynduag
ussyesTuad seiapnposd tmeeyduiuad sumnsuoy naod
- oewyrenad . tusd g s ad 1 | ummyusuad umngsnid . . (253 uBEE=d
00008 o 000°0¢ st | poo'oc uveysiusd ©7 | 060'0F wmenprsnaad g | umy ot g edipuour Gue 1133y ueeyesiuad yejump| epuday supapnpol) SURNSUOY UEEUBSNURY
se3apynposd
000'08 ) 000'0E st 000°0E 1 000°0C L %S % wuiwdviued 0 dup Lintd
Fund poox uewgesniad osvimonreg| " T ITTood VPR g peTep A
wrIduua rIr9s Biroy suSnuL) wrelas Bl .
S o . ' waxd OF rupzpad ¢ wurzad ¥ It ' 1 BN uwnBiag
000007 ueuziad OF [ 000S: urizpad oF | 000'52 ez 67 00’05 muEHICQr | UPTEHAC €1 ez uwnerod vBequidg uetzusd BARpiaquns gepung ¥lequia URLRUL| BARMISQWING UBEPSUIY
000'00Z o8 000'sL os 000'SL oL 000'08 09 %08 % svuEpsd p@ew Juek g1 aTeuenied we JM.“ saaRIeIed
. e . I O " - wuqrp N
BOC'0% adequa) ¢y | 00056 e cr | 006°06 vy of oos2, wrqud] oe vdequd) gg viequidp Hups munas Bl umned udequid yupuny VISHNS BUOY UuURE|G BdRgquiy | uveupquiag
000'0sT %E8 000'86 »ES ~ 000°'06 L4 ] 000'S4 %08 %08 % suiqsp Bund Hat d sag vy i viequey quiag
T . ef1ay unypud oy /uaedngwy 2090
> o 2ot : : : soeud a2
M 000°006 1aud 9 000'0¢1 i 000008 1amd ¢ 000 (e wvud © wed ¢ nun wuerss usnseyyowad wep swprSusd qung ivpod wumivs teyned wmes wsspeBuad
smypynposd uwp ufiay uvypRRg wdequr]
" 3 aod Binuesesd wurses voeySuuxd BURBIEREL] LD BUBIVG LI INIYNLNSU]
oou'es? 2Bug oy 30005 gL ) eHeaqel 00 20208 vy A Aeat . ISUHOA uBne; 1
wGWaf 0L | 000'05 WGL23! 0. 000'SH ¥egq 06 26 eguea) 0G eRRGU| O uuqiud) ap JnUL senseduy jsesipndo v UMAPRIUS] YMUN MSRNG JOfOF LEELIP
weRp weuipooy hew umeyedosay yupunp veg elay uep edeqiuy| Sy SBUIpIooY
1 = - 1sunadwoy 1ISEry
0O TLO'Y Pueio 08 |0urzie S gue | 60000 Buro ey GO0 00 L duzo gut Hunio pg i Mo u unye vpud mundwoy SIERQIG L Guniog 0oy uRota 13w uepd WBII)
ueneEg mdupua Bues woy wBuu) yepung o
URYHID] GRP UBYIPIPUS] UBEUESR]D] $R0L]
oov'LeT's / sl / 0OY'TER'T w / . % % M - ) ToUGHS Wiboos HIPUVIS ysua3admoy
/ “eL 000'S8L'T /Tl 000°'0E8" 1 %IL %0L % qo1es Buns usgiawoed wresed en weor 4 suvBesBId
/ < / Wisey, / Y / vidiey / dn / Tetiuy, ﬂ dan — ey
" €0
iomcemecy [ S——— ooy / SOOT. / veur LWL A OndinEe) ooy Qus uep
= = i X T eaeL | S = N o SN o ndinod B » e g




e \lJ..l\.\[
S
(11} PURIDS WENEPUa) ueyidnBuad uies : .,
ysoswef viiaeud wugow rejjepin ues eltayad } v
. o ’ - ol . d f ! 8 {
000'88T uwwode] 0f | 0007011 wwiode) O 00%'iv wesodvy 67 005°08 wwode] o usiody] Of uniodw; wmp (i S Wep yBdn vy S . \ -
fMel/chel ) [H HURIES SRULIOJUI 1WMP BjRP tejmnp :w:_-clﬂ%#ma:
isewopu| _*1»:::
— wmeyweruad N | BUTESISq Bl1Y m \ﬂ
000°VIE os Poroet eeend 05 | coosll iR e | 00056 rmgEruad 07 - s umntmad unsniudt JUBL URWYMRNISY RN fdegq 14 /
JUlUo DITM
. wesyesruad a ) 1P sayupua) uep [Ersnpu| twdungnp ueduop
oar 6+ 1 el B5 jooctsl e b 000'S6 ueieriad gE N s W) Buny URBES U] URImBIa yeiesaBua ]
A (e Juus esnag yejune
wesgusniad vegesniad %0S TSINTP
o
osELLTT o 0S0'SL¥ ot 0SL'TYY uvsqvenzed 00t | 0ss'09E wevgeentad | wweqosmied [ oo eaid | vfseo wBvue; qeysos wenymef weersdtusied
oot Lot yere3 Buwd uvsyeenied gepmnpe
o . . . . ueripudung Jenyrp veyyeseiesip Jusd
ose'eLs"y %06 DSO'SLE‘T %06 0SL'699'1 %06 0ss'STI't %06 *%06 % [spaenpa] Telungnig TeIIeNIag sTSIGIRIaG resnpo] Tedungny wesdosd
N 3 uRied LU
000°SST Buwo ot 000'€0: Buvao gt 000°S01L Buwso cf 000'SL im0 g7 0 Buwso ueArpsaqp dues vuand g yepung usng s 1 unding g wnem i usag
a0 Yo " Yo jurBump Suns (REMBULIIG [N URP VSLT WIep BBy ef2%d
BOOSS o eoges or snrsT fumio o8 000°sZ oo 07 anponuud ;pnsaw UB e Buns (WD) qene uopr) rped apedia] UBUBE] UeIEIUSY
" {1ma) ersauopuy weudy
A ad mopeysu N
000'061 Suew 731 |oocaz swsoz9 | ocovor Swiose | oooos S oo Suwio oe o IR sy ol PIPL piosga |/ (1) o1sauopu Sy s{iadad UMD
B ump @dunpupp ¥ued [Nd/ INGO Uereng susiadinoy uep ueSunpurppg uEmeFuiLsg
B N 1sWimselas) Junk wyoy /usyednquy yeiasq Ip (T3
000'0LS 06 ooo‘ore 06 000'01Z s8 ocoo'ost sL *%0L * (uvzsdwoned vuind oep wid) [Nd IseIuonIag duauey wurng vep wig) [Nd sedunpuiliad
, . N B{12)] wsang /ipe] qof In[wRw uweliayad z ,
000°022 3o 0067 | 00C'SHE ‘ Buuso 006 | 000°0FT ¥eaio 00ST 000'SEZ Sueso g0z | Buwio p0g7 Buo unprepuaw Sues sy Hesusd quung BN wsINg /4 d GOr
any; apie) sunuQ elay
000°s78 Swreso 0osT | 00C'S1F swwo 005z | 000'017 suwo goz'l | 000007 duiso 000 | 0sL o suuo wasts yepwnf e el svsed wapep ST WA 8D UBULAMIIY
Jeepial Juns vfaay poquad uep pwIudg yurwnpe y had
. . . N sugjuo vfiay Jewed isewiojuy Iseydy U efuay Juss ] ISBRLOJU]
000°S8 L2WNNop OF | 000'0L saanwop €1 | 000°0F uauzngop o1 000'S7 BIWNNOP § swmnep T uauL1op umlsEypp BUEs ISBULIOJU) LEp Bi¥( YrpLNE wuydy [ruoseIdg unp URRIRY WYY
X 5 oujue (Hdl) viey swsnd (swmioju} Woy N o3us
000'0£9'1 06 000°069 06 000'08% 1] 00009 08 0L % IRIeTeW sfsex sPuuey ueyuduensd ssvinensed {33y Jesey jsruLIOJU] BRR]OL d
nepaq duis nne vedudp nsosuuispuaBuag .
D08 80T — wdequaior | 000°0L ( wWuaual oF ﬁg.ch e 67 e se eSeqiual g1 efequidj ¢ edegmdy kP uEsEavLAg e nYER BUas QLI qepn g SN UEifBpuadiay] trep weseneduag
\ 3 3 7 i v ; 21 BuEs © o TR SrlauLa ] BIRION
/:Qw SO7 ’ vinqma) g /Se‘c» / eBecwar Of ’aoa.ch wiuquis g7 00<'s9 iheq Wit 67 videquiwg ¢ e Wy spafaoied) Bues NI smurzuiod yegiing SNL Ususag wAsQ) quEnG UBRPUST
L1 wkse W8 3.
' / 3 / ay w L ) dy M dsay ﬂ dy wirey ez
/l“ilifﬂ FPwad 9oz \ SZOT | 573 :u!”wﬂtk. s Onding) oy Qns uep S
.S AN e \ 7 ungey \ oy | unums mpod bnding) * HpmaNnol = . o
[ = —_—— - = 0 = - TR



Y, (1% | Sl

watidg | o,

d

SR SO
, | X wexIenIweaaqrp| vwxllwndnqbl quideq (nyws) [ pep
000'vTH'C 0% 000'808 ° 09 000'808 og 000808 oy %0Z *% Fued guidjmeran nored assjuosieg| [eswiog Jued xnpnpuaa wereqeniag guv3vuag
weyan(Fusnieqp Jus.
000'$TY'T 09 000°'908 09 000'808 0s 000°808 or *%0C % P 3 weneenIeqay yentuy d )‘nhﬁ peu mdqm
R ,-ultwcw\l}, &'Lm‘.}""ﬂ “m
T
/4 [nq’ﬂ_ UwgeLImay uesnin
(/A
vf1axpad uvera iRy s uep el | vliagad uemnumm my IIK wep vl F ¥ efeud
000'CT+ #uwo 027 | coo'szt Buwso 05} 000'sT1 S0 06 000's?1 Buvse 0 Junso O Fuwso whuuoy s yum( umidosd us e eson lxrﬁy uednesypgad ur 1
(1] UnuERRIIY f, /' \[ v ? >i ‘
000'0r7 wiequid) 06 | COO'0R wduqu:di of | 000708 v ge 000'08% winquf T uinquy 01 veniny nnq yaq) wapqp Suns yuedug g3 wEwne = = 4
(MWD Ixj rieg
000'07E wiuqu:y 081 | 0o0'0E} wiwquua1 06 | 000'0Z1 vivqua 00 000'0L wiequy 0¢ udequay | ulnquuy uptimatag) vuiqrp Sues inaedpsy SY qEInp
(ieduy §Y1 KYNIGYOON 4VYY.
000°STO wequdy 011 | c00's2e viwquaor | 000'CSZ v Oy 0ou'col viuquiat Oy uBwquoy | nduquiy UvMARPASG W) BuIqHp Buws rediay, ST Yewng
) {Awg Supy /|puommiEola ynangg Laj) , R
0V0'STY mequid| 081 | 000'$27 udvquin 06 | oo0es? equs| o 000'001 wequst or | Wlequi) op wBequiy unwdupIag) vy Suus psedpg g3 qerunp wioN S uainqey qeione edug
) Hnuesulioy edequy] QUSRI UTBURENU]|
ISEIIW UOU PLIDSTLNG) BLIG/ 2{19y3|
aguep a8 ) ) ) as ds nliaxad pepas | (wlaN RULON IP 1f| URRIUIS) ISE{yLAp Fired LDS ISRIOPOJUCY UMP SBIIPIY
000'S67 o1 | COVSE! wvp mureowe gz | 90056 ds Lep tevieesv 05 | 000'SL o wupoew 0+ | Lup gUIsOY 0| tup mumory | wfaaxad swpuos uep wyisnBuad wmsose ymung | ‘mesnBus sesnuiio eped tewodSuny
semose 1 Niwenmid gy uwp [suymuA, uvaiaFdusraiuag
®oy/uaednguy uion (N1BS)
(11 wesyasa ] unesaamad)| 1 1p usRimuaday wped Nedurspiag] /18qeIg
000"08T wwnrad 7 | 0o0'sTl wanuad 77 | aoo'oe nanysad 7 000°s* wpnd 7 winpad ¢ rawpead UeIES %10} Buus vl pslad g yepane|  Bued ureyesnuog uedmnug tep ‘elayNodopn|
EHISPU] URBUNQI | URpISToRl | tetesdaluag
uep (MK
oVo'E wiayaad 017 Iwc'n:l I wanyiad o 000t 71 wangzad QL 000" L6 ernpiad Ow winpd oy weyiad uenmuBwaj) eiaop durd uwyRypsiad guptung
B0y 'unedngyy yeiae(] (Mes)
Mrn| 1P eStumuaday vped yedurepog /reqepeisg
vy - 3 g !, ’ g N *
000967 wreyxd 071 | coo'sil sl | 000'50: vanyaad 01 000'0L enmuad o1 wressad o] (LT usjuog) (o Burs uvymiEsid ipnwng] Buks ussniag tadnnuag UEp "eley qoR0R
‘eI NpPU] UERUNNY UBYISIISId] tk{edadudg
9oy /aaudnqey
quiew (navg) 1 p Tesyesniag vednynueg
000'968°C z 000°'00¥'1 T 000'szZ't T 000'8$9L z %1 % unyuy 1ed v30xduog vxduy osejussosg wep ‘af103 oS0 ‘epIsmpR] BeITNQRH
Wi d teessjaiusg ep uwgeBaoued
(S1dfl
UBTLIIBUDY Urrujqug) Lryrd nduxt eies
oc 1008 awiodwy g cuEEot uesodn ¢ 080'E0T nesodw 7 0S0'06 uesoder | wasodey | ursode] mosuref muosad jrdeqas Jeyupan Juns vlzoyad
uRp (pedig] §N7) Uep Ludn wpuys anynuns
1 HMel /el ) JH #Uums 1Seuaojin uep ¥ivp Gepaimne /
NS == \ preey A\ ey \ T \ da L ey croc I / /
RS- s e \ bl . e g (reiInO) usswdan ane we LM (O VAP ARIAREN St PAS L




sen[ead uwp Juyanuon: . .
000°00¢ o 21 | ooooe: morer 2 00C'001 wintof 9 000°001 wenor ol £ w0 enp Suns 1 1 S0l 4 ; FRESICL T IETRAL twp Bupioiory
uesdjwsurd) epeday H - :
" Suen 3 oY
000°00¢ woyed 7y | 000°001 e 21 000001 roped g 000'001 soped 0} woped epusa)p Fuws ueepounad uemusq yETRME] (ropes AnIag ﬂ-_uu_ weEpouLad kTt
w0 3y padwies 203/ uNwdngey - - l_nﬁ_s f
iae N 21 < we ovo'sT1 u™ 0! N unSundunasnd pep veSuidurepusd red . }
maias S Rk e i et otpiongp Sunes toBysmunsy qoymp| 4 PO 0%/ wndngey 1mp :.ecae%:& .
uuynzRd Fr e Vi
000'891 NN 7+ can'og M LI 000'98 Ee R 0U0'9S X 0i i wepadupusuz SuUA LRBNISINI UOMED YD ﬁimﬂaﬁ ugper ne
i
umniBfefuag UBBLESYERP Juvs Nﬁ \ T i cotml -
000°677 wexor 21 | ooorer pavol 000’2 i A 000 B2 =ty weioy ueBiusuis ] USRI, [KEN0] UCTED YEpmny uwredunuag wopey oy umniafuag | §
nv \ 1 2/
poeumin 3° f:w:i:
000's¢1 XX RI sousy NN ¥ oSt MY cou'sy b wiamay wppday | usurpinmsd uenjes 1p Lp wnpunsaiudp ndey —— p i - "
Suns uesSrwsires] wisnoy viedoy yepune Y N 1 \,R \
auad L
uEyn|n. |
000'€LE AN szl ¥Y§ 000's7i NyE 000521 me 0 ey vreday padepusw Surei nady 1), oye> yepungy ot \3 hcn:ﬁs:
™ N “ -
0 rdran|oy vpeday uepdieoip / unudny M”E
)'sTT Jues £ oou'sL € QUO'SL € p " s . : ﬂ
VO0'ST t wep wefyepuid)p Bueld unadjisuws ] yepung :EuEH:Eh-m HYnd p o:n«uﬂ_ ;
HNAE] LRP MyBSD HBAN TNy .—w::...”n__ _En”“ rEw_E..:v._.—
00061 asnmgop ¢ | 00008 wrsowpy | Goues zaumyop 7 20008 usmnep | uAnop Ignusww Hues) wedwsues wwwppwad[ P redwaiag mpnpuay ieq peouoy ‘_
S0y qisl4 UHunyy :xu—:ﬁw: " ;unf ATEN |
~ uep ueBunyzuj| urywiel ursodujad yujung: _
/ 10/ uapudnquy yelaup (Niww) | Lup (suag woy / unednqey yriowp
OO § Ly Tawaobin (, GO LS sosrleg gy OO L i) L GO LS g zanbir; ¢ weicde] ¢ wnaodm Bued weijwsun) uvunSusquuod vuies wfioy| | pupEseg Jurs meadnosuaasy
/ SN UGN UIR LD INPUIPIOOY |1ISHY Uriody) yefung® HIUBS V0N NEISILOINU uep | A
. Y "
// an / Y |/ A / Whiwy / du 1WwhIn ], f Valrey o
FroETr———— 1 Py ~— 3 U ou g - =
—— / .uni — b . i e Elqu.lih-.."”l_.”.:hvl:‘l:ﬂus»u..".“u“ sexyvargspresy qng wep e T4

e



BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai
kewenangan daecrah scbagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang
urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja ini diharapkan
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil
(result oriented) dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial
yang mclibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) atas
kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan
dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya; dan apabila
diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

NIP. 19680501 199202 1 001



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

|Menimbang :

‘Mengingat

M

a.

1.

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah disusun dalam dokumen
rencana strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum
KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);



10.

11.

12.

13.

<.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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106.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

ol s

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalinn dan Evaluani Pelaksannnnn Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintalh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

206.

27

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

28.

Pedoman Teknis Pengeclolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pencrapan Standar Pelayunan Minimal,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
?‘g;'l D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupalen Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Dacrah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-5.

Pemepntah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur
DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya
Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat,
dunia  usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan
serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi
Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik- untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan,
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung
sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 yarg selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun
2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
{outcome) program Perangkat Daerah.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Nganjuk,

Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur
DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya
Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat,
dunia  usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan
serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi
Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik  untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan,
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung
sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 yarng selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun
2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
{outcome) program Perangkat Daerah.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
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bt{'at.egl adalah langkah berisikan program-program sebagai
pnorntas_ pembangunan Daecrah/Perangkat Daerah untuk
mencapail sasaran.

Ara.h Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantISlpa81 isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Pnontfas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
Pemermt;.ih Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPD,

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Proritas adalah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan
Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan
sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam
membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati, khususnya tujuan
dan sasaran RPD, serta target pembangunan nasional.

Kinerja  adalah  capaian  keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).

Keluaran (Output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (Outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak (Impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) beberapa program.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

BABIl GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

(2)

DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Rencana Strategis:

e R o
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bb.

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Rumah Sakit Daerah Nganjuk;

Rumah Sakit Daerah Kertosono;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian,; :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah,;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Baron;

. Kecamatan Berbek;

Kecamatan Gondang;
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1. Kecamatan Jatikalen;
kk. Kecamatan Kertosono;
Il.  Kecamatan Lengkong;
mm. Kecamatan Loceret;
nn, Kecamatan Nganjuk;
00. Kecamatan Ngetos;
pp. Kecamatan Ngluyu;
qq. Kecamatan Ngronggot;
rr.  Kecamatan Pace;
ss. Kecamatan Patianrowo;
tt. Kecamatan Prambon;
uu. Kecamatan Rejoso;
vv. Kecamatan Sawahan;
ww. Kecamatan Sukomoro;
xx. Kecamatan Tanjunganom,;
yy. Kecamalan Wilangan; dan
zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melalukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. :

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Ren'stra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah; dan

b. evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evalu?sx pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi prioritas
pembangunan daerah dengan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau
pengurangan kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja
keluaran.

(3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah
ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat
dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
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(4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam Renstra

Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan
RPD.

(5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak
perlu dilakukan perubahan.

(6) Penambahan program scbagaimana dimaksud pada ayat (5)
dicantumkan dalam RKPD.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001
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